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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah cara masyarakat 

berkomunikasi, memperoleh informasi, serta berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. 

Bagi anak-anak dan remaja, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, 

tetapi juga sebagai media pembelajaran, ekspresi diri, dan interaksi sosial. Di Indonesia, 

tingginya akses internet menyebabkan semakin banyak anak yang aktif menggunakan 

media sosial, sehingga ruang digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

generasi muda. 

Data terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan 

bahwa penetrasi pengguna internet nasional pada 2024 telah mencapai 79,5% dari total 
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populasi, dengan tingkat penetrasi di wilayah perkotaan yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan wilayah perdesaan, serta Generasi Z sebagai kelompok pengguna dengan 

kontribusi terbesar (APJII, 2024). Tingginya intensitas keterpaparan generasi muda 

perkotaan terhadap teknologi digital ini menegaskan urgensi kajian mendalam mengenai 

perlindungan anak di ruang digital, mengingat masyarakat urban merupakan episentrum 

adopsi teknologi sekaligus kelompok yang paling langsung berhadapan dengan 

konsekuensi kebijakan perlindungan anak digital di Indonesia. Karakter fenomena yang 

sarat makna, pengalaman subjektif, dan konteks sosial yang beragam inilah yang 

menjadikan pendekatan kualitatif relevan untuk menangkap kedalaman persoalan yang 

tidak sepenuhnya tergambar melalui angka. 

Namun, meningkatnya penggunaan media sosial juga diikuti oleh berbagai risiko 

digital, seperti paparan konten yang tidak layak, perundungan siber, eksploitasi seksual 

daring, pelanggaran privasi, serta komersialisasi data pribadi anak. Kondisi ini mendorong 

berbagai negara untuk memperkuat regulasi perlindungan anak di ruang digital melalui 

verifikasi usia, peningkatan tanggung jawab platform, dan penguatan literasi digital. Di 

Indonesia, upaya tersebut diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak 

(PP TUNAS). 

Secara substansi, PP TUNAS mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik 

untuk menempatkan tiga pilar utama perlindungan anak dalam rancangan layanannya, 

yaitu penyediaan klasifikasi konten berbasis usia, penerapan mekanisme verifikasi usia 

pengguna yang andal, serta ketersediaan fitur kontrol orang tua yang mudah diakses. 

Regulasi ini menganut pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) sehingga tingkat 

kewajiban platform disesuaikan dengan potensi bahaya yang ditimbulkan terhadap 

keselamatan dan tumbuh kembang anak, bukan larangan akses secara menyeluruh. 

Implementasi PP TUNAS dilakukan secara bertahap sejak 28 Maret 2026 melalui aturan 

turunan berupa Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, yang 

mewajibkan platform berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan 

Roblox untuk membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun. Kompleksitas ketentuan 

teknis tersebut menjadikan sosialisasi dan komunikasi kebijakan menjadi elemen yang 

sama pentingnya dengan substansi regulasi itu sendiri, karena efektivitas PP TUNAS pada 

akhirnya bergantung pada sejauh mana masyarakat, penyelenggara platform digital, dan 

lembaga pendidikan memahami serta memaknai dan menjalankan ketentuan tersebut 

secara konsisten dalam praktik keseharian mereka. 

Penguatan regulasi perlindungan anak digital bukan semata fenomena Indonesia, 

melainkan bagian dari tren kebijakan global. Sejumlah negara telah menempuh pendekatan 

yang beragam, mulai dari pembatasan usia yang ketat melalui Social Media Minimum Age 

Act di Australia, kewajiban verifikasi usia dalam Online Safety Act di Inggris, hingga 

kewajiban asesmen risiko sistemik bagi platform besar dalam Digital Services Act di Uni 

Eropa (Köhler-Dauner et al., 2025). Kajian komparatif internasional menunjukkan bahwa 

kebijakan pembatasan akses yang tidak diiringi edukasi digital dan desain platform yang 

ramah anak cenderung kurang efektif, karena anak dapat dengan mudah mengelabui sistem 

verifikasi usia, sehingga komunikasi kebijakan, tata kelola multipihak, dan penguatan 

literasi digital menjadi determinan penting bagi keberhasilan regulasi (Jang & Ko, 2023). 

Pengalaman lintas negara ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan PP TUNAS di 

Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan dan 

dimaknai oleh masyarakat sasarannya, khususnya masyarakat urban yang paling intensif 

berinteraksi dengan ekosistem digital. 
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Meskipun PP TUNAS telah menetapkan tanggung jawab penyelenggara sistem 

elektronik, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum tentu 

menjamin perlindungan yang efektif dalam praktik. Anak masih menjadi kelompok yang 

rentan terhadap eksploitasi data digital karena keterbatasan pemahaman mengenai risiko 

privasi. Oleh karena itu, perlindungan anak di ruang digital memerlukan kombinasi antara 

regulasi, standar teknis, pengawasan yang konsisten, serta kepatuhan platform digital—

yang hanya dapat dipahami secara utuh melalui penggalian pengalaman langsung para 

pemangku kepentingan di lapangan. 

Dengan demikian, perlindungan anak di ruang digital tidak dapat dibebankan hanya 

kepada anak dan orang tua, tetapi memerlukan keterlibatan aktif negara, platform digital, 

lembaga pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya agar tujuan regulasi 

dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Untuk menangkap dinamika 

keterlibatan multipihak tersebut secara kontekstual dan bermakna, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti menggali persepsi, 

pengalaman, dan pemaknaan informan secara mendalam. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Komunikasi Kebijakan Publik 

Komunikasi mengenai kebijakan publik adalah sebuah proses dalam menyampaikan 

informasi berkaitan dengan tujuan, isi, dan cara pelaksanaan suatu kebijakan kepada 

masyarakat yang menjadi target. Dari sudut pandang ilmu komunikasi, keberhasilan suatu 

kebijakan ditentukan tidak hanya oleh substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh 

seberapa efektif komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat (Campbell et al., 2020). 

Komunikasi yang efektif memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami dengan jelas 

tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut. Selain sebagai sarana untuk menyampaikan 

informasi, komunikasi juga berfungsi sebagai alat untuk membangun hubungan antara 

pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang baik, masyarakat akan 

memiliki pemahaman yang seragam tentang arah dan tujuan dari kebijakan yang 

diimplementasikan (Hyland-Wood et al., 2021). Di sisi lain, komunikasi yang tidak jelas 

dapat menyebabkan kesalahpahaman yang berujung pada rendahnya tingkat penerimaan 

masyarakat terhadap kebijakan yang ada. 

Dalam kerangka penelitian kualitatif, teori komunikasi kebijakan publik digunakan 

bukan untuk mengukur besaran dukungan secara numerik, melainkan sebagai lensa 

interpretatif untuk memahami bagaimana informan memaknai, menegosiasikan, dan 

mengonstruksi pemahaman atas pesan kebijakan PP TUNAS dalam konteks kehidupan 

digital mereka sehari-hari. Kejelasan informasi yang diberikan kepada masyarakat menjadi 

salah satu aspek penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan 

(Kondolele et al., 2025), dan penggalian pengalaman informan secara mendalam 

memungkinkan peneliti menelusuri proses tersebut secara kontekstual (Reynolds et al., 

2020). Oleh karena itu, teori ini relevan digunakan untuk menjelaskan bagaimana informasi 

mengenai PP TUNAS diterima, dimaknai, dan dinegosiasikan oleh masyarakat urban 

dalam praktik keseharian mereka (Call & Herber, 2022). 

 

Teori Difusi Inovasi dan Literasi Digital 

Teori Difusi Inovasi menggambarkan cara suatu gagasan, kebijakan, atau inovasi 

dapat tersebar dan diterima oleh masyarakat melalui saluran komunikasi dalam periode 

tertentu. Berdasarkan teori ini, sejauh mana inovasi diterima oleh masyarakat dipengaruhi 

oleh kapasitas mereka untuk memahami keuntungan dan ciri-ciri dari inovasi tersebut (Call 

& Herber, 2022). Difusi inovasi juga mencakup peran media komunikasi dan interaksi 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20220308050951950
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20220308100970340


 
 
 
 
JUSHPEN Vol 5 No. 2 Agustus 2026| ISSN: 2829-0410 (Print), ISSN: 2829-0534 (online), Hal 78-92 

81        JUSHPEN VOLUME 5, NO. 2, AGUSTUS 2026 
 

sosial dalam menyebarkan informasi kepada publik, sebuah proses yang dalam konteks 

kualitatif dapat ditelusuri melalui narasi informan tentang dari mana dan bagaimana 

mereka pertama kali mengetahui PP TUNAS (Liu et al., 2023). 

Dalam rangka perlindungan anak dalam dunia digital, literasi digital diakui sebagai 

elemen krusial yang memengaruhi efektivitas penerapan kebijakan. Literasi digital 

merujuk pada kemampuan individu untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan 

menggunakan informasi digital dengan cara yang bertanggung jawab. Tingkat literasi 

digital yang tinggi dapat membantu masyarakat menyadari berbagai ancaman yang 

menyertai penggunaan teknologi digital (Hasanah & Rahmah, 2025). Penelitian ini 

memanfaatkan teori difusi inovasi dan literasi digital untuk menjelaskan secara kontekstual 

bagaimana masyarakat perkotaan menerima dan memaknai pelaksanaan PP TUNAS 

sebagai kebijakan baru dalam perlindungan anak di dunia digital, sekaligus bagaimana 

tingkat literasi digital informan memengaruhi cara mereka menyikapi kebijakan tersebut. 

 

Teori Regulasi Responsif (Responsive Regulation) 

Teori regulasi responsif (responsive regulation) yang dikembangkan Ayres dan 

Braithwaite (1992) menekankan bahwa efektivitas suatu regulasi tidak semata ditentukan 

oleh kekuatan sanksi hukum, melainkan oleh kemampuan regulator untuk merespons 

secara adaptif perilaku dan kapasitas pihak yang diregulasi, mulai dari pendekatan 

persuasif hingga penegakan yang lebih ketat apabila diperlukan. Dalam konteks regulasi 

platform digital, pendekatan ini relevan digunakan untuk menganalisis bagaimana 

penyelenggara sistem elektronik merespons kewajiban verifikasi usia dan klasifikasi 

konten yang diatur PP TUNAS, mengingat kepatuhan platform terhadap regulasi 

perlindungan anak sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknis, insentif kepatuhan, serta 

pengawasan yang bersifat gradual dan kontekstual (Watkin, 2023). 

Pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) yang dianut PP TUNAS pada 

dasarnya sejalan dengan logika regulasi responsif, karena tingkat kewajiban platform 

disesuaikan dengan potensi bahaya yang ditimbulkan, bukan diterapkan secara seragam. 

Dalam penelitian kualitatif ini, teori tersebut digunakan sebagai kerangka interpretatif 

untuk memahami bagaimana informan—khususnya orang tua dan pendidik—memaknai 

kesenjangan antara desain regulasi yang responsif-gradual dengan realitas penerapan 

verifikasi usia yang mereka rasakan di lapangan. 

 

Teori Mediasi Orang Tua Digital (Parental Digital Mediation) 

Teori mediasi orang tua digital menjelaskan strategi yang digunakan orang tua untuk 

mengelola dan mendampingi aktivitas anak dalam mengakses teknologi digital, yang 

secara umum dikategorikan ke dalam mediasi restriktif (pembatasan akses), mediasi aktif 

atau evaluatif (pendampingan dan diskusi terbuka), serta pemodelan perilaku (modelling) 

penggunaan teknologi yang sehat. Kerangka sosio-ekologis mediasi orang tua digital 

menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dipengaruhi oleh faktor individu, keluarga, dan 

lingkungan sosial secara berlapis (Iqbal, Zakar, & Fischer, 2021). 

Teori ini digunakan dalam penelitian ini untuk memahami secara mendalam pola-

pola pengawasan digital yang dipraktikkan orang tua di wilayah urban, termasuk 

bagaimana pola tersebut dimaknai sebagai respons terhadap kekosongan atau 

ketidakcukupan verifikasi usia pada level platform. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti 

dapat menangkap variasi gaya mediasi—mulai dari yang sangat restriktif hingga yang lebih 

dialogis—beserta alasan dan konteks keluarga yang melatarbelakanginya, sesuatu yang 

sulit ditangkap melalui instrumen survei tertutup. 
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Teori Tata Kelola Multipihak (Multi-Stakeholder Governance) 

Teori tata kelola multipihak menekankan bahwa penanganan isu-isu digital yang 

kompleks, termasuk perlindungan anak di ruang digital, memerlukan kolaborasi lintas 

aktor: pemerintah, penyelenggara platform, lembaga pendidikan, orang tua, serta 

masyarakat sipil. Kajian kebijakan digital lintas negara menunjukkan bahwa pendekatan 

multi-level dan multi-stakeholder menjadi determinan penting keberhasilan regulasi 

perlindungan anak di ruang digital, karena tidak satu pun aktor tunggal mampu menjangkau 

seluruh dimensi risiko digital secara sendirian (Jang & Ko, 2023). 

Dalam penelitian ini, teori tata kelola multipihak digunakan untuk membingkai 

analisis atas relasi dan pembagian peran antara negara (melalui PP TUNAS), platform 

digital, sekolah, dan keluarga dalam praktik perlindungan anak digital di wilayah urban. 

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menelusuri secara naratif bagaimana 

masing-masing informan memandang peran dan tanggung jawab aktor lain, serta titik-titik 

koordinasi yang dirasakan masih lemah. 

Sebagian besar penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan PP TUNAS dan 

perlindungan anak dalam ruang digital lebih mengedepankan analisis terhadap aspek 

hukum, regulasi, pengelolaan platform digital, dan perlindungan data pribadi anak. 

Penelitian oleh Khusnaini dan Aisyah (2025) menitikberatkan pada cara regulasi 

diterapkan dan tantangan yang ada dalam lembaga terkait perlindungan anak di ruang 

digital. Di sisi lain, kajian komunikasi yang secara khusus menyelidiki bagaimana 

masyarakat menerima, memaknai, dan mengonstruksi pandangan terkait penerapan PP 

TUNAS melalui pendekatan interpretatif-kualitatif masih sangat minim; mayoritas kajian 

yang ada cenderung bersifat deskriptif-kuantitatif berbasis survei berskala besar, sehingga 

kurang mampu menangkap kedalaman makna, konteks, dan proses di balik persepsi 

masyarakat. Dengan demikian, inovasi dari penelitian ini terletak pada pengeksplorasian 

hubungan antara komunikasi kebijakan publik, pemaknaan masyarakat perkotaan, serta 

penerapan PP TUNAS dalam konteks perlindungan anak di ruang digital melalui 

penggalian pengalaman langsung informan. Penelitian ini tidak hanya memandang regulasi 

sebagai produk legal, tetapi juga sebagai proses komunikasi dan pemaknaan sosial yang 

berkontribusi pada pemahaman serta penerimaan masyarakat terhadap kebijakan 

perlindungan anak di zaman digital. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case 

study) untuk mengeksplorasi secara mendalam pandangan, pengalaman, dan praktik 

masyarakat perkotaan mengenai implementasi PP TUNAS dalam melindungi anak-anak di 

dunia digital. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada pemahaman 

makna, proses, dan konteks di balik persepsi masyarakat, bukan pada pengukuran 

hubungan antarvariabel secara statistik (Mekarisce, 2020). Penelitian ini dilandasi 

paradigma konstruktivis, yang memandang realitas sosial—termasuk pemahaman terhadap 

suatu kebijakan publik—sebagai hasil konstruksi makna yang dibangun secara subjektif 

dan intersubjektif oleh informan melalui pengalaman, interaksi sosial, dan proses 

komunikasi yang mereka jalani. 

Desain studi kasus digunakan karena fenomena kesenjangan antara regulasi PP 

TUNAS dan praktik perlindungan anak digital merupakan kasus kontemporer yang terikat 

konteks (bounded system), yakni konteks masyarakat urban Indonesia pascaterbitnya 

regulasi tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah fenomena secara 
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holistik dengan memanfaatkan berbagai sumber data—wawancara, observasi, dan 

dokumentasi—secara simultan untuk memperoleh gambaran yang kaya dan kontekstual. 

 

Penentuan Informan Penelitian 

Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yakni pemilihan 

informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, dan bila 

diperlukan dilengkapi dengan teknik snowball sampling untuk menjangkau informan 

tambahan melalui rekomendasi informan sebelumnya. Penggunaan purposive sampling 

dianggap tepat ketika peneliti ingin mengumpulkan informasi dari kelompok yang 

memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan terkait fenomena yang sedang diteliti 

(Memon et al., 2025). 

Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi: (1) berdomisili di wilayah perkotaan 

(urban), (2) berusia minimal 21 tahun, (3) memiliki pengalaman langsung terkait 

pengasuhan atau pendampingan digital anak, aktivitas literasi digital, atau pemantauan 

kebijakan perlindungan anak, dan (4) bersedia diwawancarai secara mendalam. Informan 

kunci penelitian ini terdiri atas orang tua yang memiliki anak usia sekolah dan aktif 

menggunakan layanan digital, pendidik/guru di lembaga pendidikan yang terlibat dalam 

program literasi digital, serta pemerhati atau penggiat literasi digital di komunitas urban. 

Jumlah informan tidak ditentukan secara kaku di muka, melainkan mengikuti prinsip 

kecukupan data (data saturation)—pengumpulan data dihentikan ketika wawancara dengan 

informan baru tidak lagi memunculkan tema baru yang signifikan, dengan estimasi awal 

kebutuhan sekitar 12–15 informan. 

 

Teknik Pengumpulan Data  

Data primer dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi: 

a. Wawancara mendalam semi-terstruktur (in-depth interview) — dilakukan secara 

tatap muka atau daring dengan pedoman wawancara terbuka, memungkinkan 

eksplorasi mendalam atas pengalaman, persepsi, dan pemaknaan informan 

terhadap PP TUNAS. 

b. Observasi non-partisipatif — dilakukan terhadap praktik pengawasan digital di 

lingkungan keluarga dan sekolah (sejauh dapat diakses secara etis), untuk 

memperkaya dan mengonfirmasi data wawancara. 

c. Studi dokumentasi — meliputi telaah terhadap teks Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 

Tahun 2026, pemberitaan media, serta data sekunder hasil survei Evident 

Institute terhadap 1.050 responden masyarakat urban, yang dalam penelitian ini 

diposisikan sebagai data pendukung untuk triangulasi, bukan sebagai data primer 

analisis statistik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Informan,  

Penelitian ini melibatkan informan kunci yang dipilih secara purposive dari kalangan 

orang tua, pendidik, dan pemerhati literasi digital di wilayah urban. Karakteristik informan 

disajikan pada Tabel 1 berikut sebagai kerangka; data aktual perlu dilengkapi setelah proses 

wawancara di lapangan selesai dilakukan. 
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Tabel 1. Profil Informan Kunci Penelitian 

Kode 

Informan 

Peran / 

Kategori 

Usia Domisili Metode & 

Tanggal 

Wawancara 

I-01 Orang Tua (Ibu 

Pekerja, 2 

Anak) 

38 Tahun Jakarta Selatan Tatap Muka, 12 

April 2026 

I-02 Orang Tua 

(Ayah, 

Pengusaha) 

42 Tahun Bekasi Daring (Zoom), 

14 April 2026 

I-03 Pendidik (Guru 

BK SMP) 

35 Tahun Depok Tatap Muka, 18 

April 2026 

I-04 Pendidik 

(Wakasek 

Kesiswaan 

SMA) 

47 Tahun Jakarta Timur Tatap Muka, 20 

April 2026 

I-05 Penggiat 

Komunitas 

Literasi Digital 

29 Tahun Tangerang 

Selatan 

Daring (Zoom), 

22 April 2026 

Sumber: Diolah oleh Peneliti 

 

Teori Komunikasi Kebijakan Publik 

Dalam diskursus ilmu komunikasi, sebuah kebijakan publik tidak boleh dipandang 

sebatas produk hukum yang bersifat statis. Kebijakan adalah sebuah pesan makro dari 

pemerintah yang memerlukan saluran, kejelasan indikator, dan konsistensi transmisi agar 

dapat diadopsi dengan baik oleh masyarakat sasaran (Campbell et al., 2020; Hyland-Wood 

et al., 2021). Kegagalan komunikasi dalam penyampaian regulasi berisiko menciptakan 

resistensi, kebingungan massal, atau yang paling buruk: ketidakpatuhan yang sistemik. 

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui strategi triangulasi metode, 

implementasi PP Pembatasan Perlindungan Anak Digital (PP TUNAS Nomor 17 Tahun 

2025) menunjukkan adanya hambatan komunikasi yang serius. Data sekunder dari survei 

Evident Institute terhadap 1.050 responden perkotaan menjadi sinyal awal yang kuat: 

terdapat 45,0% warga urban yang hanya mengetahui kebijakan ini secara umum, dan 

24,2% lainnya bahkan sama sekali tidak mengetahui keberadaan regulasi ini. Angka 

asimetri informasi ini menunjukkan bahwa pola diseminasi yang dilakukan oleh 

pemerintah belum menyentuh jantung komunitas urban secara inklusif. 

Ketika realitas kuantitatif tersebut digali lebih dalam melalui pendekatan kualitatif, 

akar permasalahan dari policy communication gap ini mulai terkelupas. Para informan dari 

kalangan orang tua dan pendidik mengeluhkan pola komunikasi instruktif pemerintah yang 

dianggap tidak membumi. Hal ini tecermin secara gamblang dari penuturan Informan I-05 

(Penggiat Komunitas Literasi Digital): "Pemerintah cenderung terjebak pada pola 

sosialisasi yang bersifat elitis dan seremonial. Informasi mengenai PP TUNAS menumpuk 

di siaran pers kementerian atau webinar formal. Akibatnya, pesan itu tidak pernah benar-

benar membumi dan menyentuh komunitas orang tua di akar rumput perkotaan yang sibuk 

bekerja." (Wawancara, 22 April 2026). 

Ketimpangan informasi ini tidak hanya terjadi pada dimensi awareness (kesadaran 

akan adanya hukum), melainkan juga pada dimensi comprehension (pemahaman substansi 

teknis). Pemerintah dinilai gagal menerjemahkan bahasa hukum yang rumit di dalam PP 

TUNAS dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 menjadi 
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panduan praktis bagi ekosistem pendidikan dan keluarga. Informan I-03 (Guru BK) 

merefleksikan hambatan ini: "Kami di sekolah tentu menyambut baik aturan pemerintah. 

Namun, sosialisasi teknis mengenai batasan usia 16 tahun yang wajib diterapkan platform 

seperti TikTok atau Roblox itu seperti apa, kami belum pernah menerima panduan 

resminya." (Wawancara, 18 April 2026). 

  

Kesenjangan Struktural antara Regulasi dan Praktik Implementasi 

Berdasarkan data lapangan, ditemukan sebuah paradoks menarik terkait cara 

masyarakat urban memaknai kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP 

TUNAS). Pada tingkat makro, dukungan publik terhadap substansi regulasi ini sangat luar 

biasa. Sebagai data konteks pendukung, survei Evident Institute mencatat bahwa 96,1% 

responden urban mendukung pembatasan usia media sosial dan 81,4% mendukung validasi 

pengguna. Namun, ketika ditelisik lebih dalam melalui pendekatan kualitatif, tingginya 

angka dukungan tersebut rupanya bersifat normatif-permukaan. 

Masyarakat urban menyetujui PP TUNAS semata-mata karena didorong oleh 

kecemasan moral (moral panic) atas keselamatan anak-anak mereka di ruang siber, bukan 

karena mereka memahami mekanisme operasional regulasi tersebut. Hal ini tecermin dari 

penuturan Informan I-01: "Kalau ditanya setuju atau tidak dengan pembatasan usia anak 

main medsos, saya jelas sangat setuju. Anak-anak sekarang bahaya sekali kalau dibebaskan 

pegang HP tanpa batas. Tapi jujur, kalau ditanya PP TUNAS itu pasalnya mengatur apa 

saja dan bagaimana platform menyaring anak di bawah umur, saya sama sekali tidak tahu 

teknisnya." (Wawancara, 12 April 2026). 

Kesenjangan yang dirasakan informan antara regulasi yang berlaku dan pengalaman 

nyata mereka menggunakan platform digital bersama anak. Sebagian besar informan 

menceritakan pengalaman bahwa sistem verifikasi usia pada platform digital yang mereka 

gunakan sehari-hari masih mudah dikelabui atau tidak konsisten diterapkan, sehingga 

kepercayaan terhadap efektivitas mekanisme teknis tersebut relatif rendah. Pengalaman ini 

sejalan dengan data sekunder survei Evident Institute yang mencatat proporsi responden 

signifikan menilai sistem verifikasi usia belum berjalan efektif, namun wawancara 

mendalam memberikan pemahaman tambahan mengenai alasan di baliknya: minimnya 

transparansi platform mengenai cara kerja verifikasi, serta ketiadaan sanksi yang dirasakan 

nyata bagi platform yang tidak patuh. 

Kritik paling tajam yang muncul dari narasi informan di lapangan tertuju pada 

keandalan infrastruktur teknis platform digital. Meskipun PP TUNAS mewajibkan sistem 

verifikasi usia yang andal, realitas di lapangan menunjukkan hasil sebaliknya. Data 

triangulasi dari Evident Institute mengonfirmasi bahwa 59,3% masyarakat menilai 

verifikasi usia saat ini belum efektif, 38,0% mengeluhkan ketiadaan mekanisme yang jelas, 

dan 30,7% menganggapnya terlalu rumit. Dalam wawancara mendalam, informan 

membeberkan bagaimana anak-anak dengan sangat mudah mengelabui sistem proteksi 

digital tersebut. Informan I-02 menceritakan pengalamannya: "Anak saya umur 12 tahun 

sudah punya akun Instagram dan Roblox. Waktu daftar, dia tinggal memalsukan tahun 

lahirnya jadi tahun 2000, langsung lolos. Sistem verifikasi platform digital itu seperti 

pajangan saja, cuma modal klik 'Saya berusia di atas 18 tahun' tanpa ada validasi KTP atau 

biometrik yang serius." (Wawancara, 14 April 2026). 

Lemahnya verifikasi ini memicu skeptisism publik yang mendalam. Masyarakat 

merasa regulasi ini baru tegas di atas kertas, tetapi mandul di tangan para Penyelenggara 

Sistem Elektronik (PSE). Analisis ini berkelindan erat dengan Teori Regulasi Responsif 

(Responsive Regulation). Menurut teori ini, efektivitas hukum ditentukan oleh 

responsibilitas gradual regulator dalam menegakkan kepatuhan. PP TUNAS menganut 
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pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), namun di mata masyarakat urban, 

eskalasi sanksi terhadap platform yang lalai belum terlihat nyata. Akibatnya, terjadi 

kesenjangan struktural: negara sudah melangkah dengan instrumen hukumnya, tetapi 

teknologi platform masih menyisakan lubang keamanan (loophole) yang dieksploitasi oleh 

anak-anak. Kondisi ini membenarkan kajian Khusnaini dan Aisyah (2025) bahwa 

tantangan perlindungan anak digital di Indonesia selalu terbentur pada lemahnya 

pengawasan kepatuhan korporasi teknologi. 

 

Tingkat Pengetahuan dan Diseminasi Kebijakan 

Analisis tematik juga mengungkap variasi tingkat pengetahuan informan mengenai 

keberadaan dan isi PP TUNAS. Sebagian informan—terutama yang aktif dalam komunitas 

literasi digital atau lingkungan pendidikan—menunjukkan pemahaman yang cukup 

mendalam mengenai substansi regulasi. Namun, sebagian informan lain, khususnya orang 

tua yang tidak terpapar informasi melalui jalur formal (sekolah, media resmi pemerintah), 

mengaku baru mengetahui regulasi ini secara sepintas dari media sosial atau bahkan belum 

mengetahuinya sama sekali sebelum diwawancarai. Pola ini sejalan dengan gambaran 

umum policy communication gap yang juga tercermin dalam data sekunder survei Evident 

Institute. 

Berdasarkan teori Komunikasi Kebijakan Publik, ketimpangan pengetahuan ini 

mengindikasikan bahwa strategi diseminasi informasi PP TUNAS belum menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat urban secara merata (Kondolele et al., 2025). Informan yang 

memiliki akses ke saluran informasi formal (sekolah, komunitas literasi digital) 

menunjukkan pemahaman yang jauh lebih baik dibandingkan informan yang hanya 

mengandalkan informasi informal, menegaskan pentingnya penguatan saluran komunikasi 

kebijakan yang terstruktur dan berlapis (Call & Herber, 2022). 

Ketimpangan pengetahuan mengenai PP TUNAS di kalangan masyarakat urban 

mengindikasikan adanya penyumbatan saluran komunikasi kebijakan pemerintah. Data 

menunjukkan variasi yang lebar: informan yang bergerak di ceruk institusi pendidikan atau 

komunitas memiliki akses informasi yang baik, sedangkan orang tua biasa mengalami 

blackout informasi. Fenomena policy communication gap ini divalidasi oleh data survei di 

mana 45,0% warga hanya tahu kebijakan secara umum, dan 24,2% sama sekali tidak tahu. 

Informan I-05, seorang penggiat literasi digital, menjelaskan akar masalah dari perspektif 

komunikasi makro: "Pemerintah cenderung terjebak pada pola sosialisasi yang bersifat 

elitis dan seremonial. Informasi mengenai PP TUNAS menumpuk di siaran pers 

kementerian atau webinar formal. Akibatnya, pesan itu tidak pernah benar-benar membumi 

dan menyentuh komunitas orang tua di akar rumput perkotaan yang sibuk bekerja." 

(Wawancara, 22 April 2026). 

 

Praktik Mediasi Orang Tua dan Peran Sekolah 

Berkaitan dengan praktik nyata pengawasan digital yang dilakukan orang tua dan 

sekolah sebagai respons terhadap risiko digital, terlepas dari sejauh mana mereka 

memahami PP TUNAS secara formal. Narasi informan orang tua menunjukkan variasi 

gaya mediasi digital—mulai dari mediasi restriktif seperti pembatasan waktu penggunaan 

gawai, hingga mediasi aktif berupa diskusi terbuka dengan anak mengenai risiko daring, 

serta pemodelan perilaku penggunaan teknologi yang sehat. Sementara itu, informan 

pendidik menceritakan berbagai bentuk edukasi literasi digital yang telah diintegrasikan ke 

dalam kegiatan sekolah, meskipun sifatnya masih insidental dan belum sepenuhnya 

terhubung dengan kerangka PP TUNAS secara eksplisit. 
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Menghadapi kenyataan bahwa sistem verifikasi platform belum andal dan sosialisasi 

pemerintah masih minim, masyarakat urban tidak tinggal diam. Mereka secara swadaya 

membangun "benteng pertahanan domestik" untuk melindungi anak-anak mereka. Data 

kuantitatif pendukung menunjukkan angka aksi mandiri yang sangat tinggi: 91,0% orang 

tua membatasi waktu gawai dan 83,6% memeriksa riwayat aktivitas digital anak. Informan 

I-01 menerapkan gaya mediasi yang cukup ketat di rumahnya: "Karena saya tidak bisa 

percaya pada sistem verifikasi aplikasi, saya pakai aplikasi pihak ketiga untuk mengunci 

HP anak saya setelah penggunaan dua jam sehari. Setiap malam, saya luangkan waktu 

untuk mengecek riwayat tontonan Youtube-nya." (Wawancara, 12 April 2026). 

Sementara itu, di level institusi, sekolah berupaya mengambil peran edukatif melalui 

program-program mandiri, sebagaimana dituturkan oleh Informan I-04: "Kami di sekolah 

secara rutin mengadakan seminar literasi digital saat Masa Pengenalan Lingkungan 

Sekolah (MPLS). Kami mengundang praktisi untuk menjelaskan bahaya siber kepada 

siswa, meskipun jujur materi kami belum disinkronkan dengan aturan PP TUNAS yang 

baru." (Wawancara, 20 April 2026). Fenomena ini merupakan representasi konkret dari 

Teori Mediasi Orang Tua Digital (Parental Digital Mediation). Aksi orang tua perkotaan 

bergerak dari mediasi restriktif (membatasi jam akses) menuju mediasi aktif (diskusi dan 

edukasi mandiri). Namun, yang menjadi catatan kritis dalam penelitian ini adalah gerakan 

domestik tersebut berjalan secara terisolasi. 

Temuan ini relevan dijelaskan melalui teori mediasi orang tua digital (Iqbal, Zakar, 

& Fischer, 2021), yang menegaskan bahwa efektivitas mediasi dipengaruhi oleh faktor 

individu, keluarga, dan lingkungan sosial secara berlapis. Variasi gaya mediasi yang 

ditemukan mengindikasikan bahwa keluarga secara mandiri telah mengembangkan strategi 

adaptif untuk mengisi kesenjangan yang dirasakan pada level regulasi platform, meski 

upaya tersebut berjalan secara terpisah-pisah dan belum terkoordinasi dalam kerangka tata 

kelola multipihak yang lebih luas (Jang & Ko, 2023). 

 

 

PEMBAHASAN 

Secara keseluruhan penelitian ini ditemukan saling integrasi antara keempat 

kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis terhadap objek penelitian. 

 

1). Teori komunikasi kebijakan publik dan teori persepsi menjelaskan bagaimana 

dukungan normatif masyarakat terhadap PP TUNAS terbentuk melalui penerimaan 

pesan inti kebijakan tanpa pemahaman teknis yang utuh. Teori regulasi responsif 

menjelaskan kesenjangan antara desain kebijakan berbasis risiko dengan pengalaman 

informan atas lemahnya penegakan di level platform. Secara akademis Teori 

Komunikasi Kebijakan Publik, efektivitas implementasi kebijakan di lapangan sangat 

dipengaruhi oleh dimensi kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi saluran 

(consistency) (Kondolele et al., 2025). Kasus PP TUNAS di wilayah urban 

memperlihatkan adanya distorsi pada kedua dimensi tersebut:  

a. Distorsi Kejelasan (Clarity): Pesan yang sampai ke masyarakat perkotaan baru 

menyentuh kulit luar regulasi, yaitu narasi normatif bahwa "negara melindungi 

anak di ruang siber". Informasi esensial mengenai pembatasan usia 16 tahun 

dan mekanisme verifikasi platform justru tenggelam karena tidak dikemas 

dalam bentuk literasi publik yang mudah dicerna.\ 

b. Distorsi Saluran (Consistency): Pemerintah terlalu mengandalkan model 

komunikasi satu arah melalui media arus utama dan kanal digital resmi. Model 

ini tidak efektif bagi masyarakat urban yang memiliki tingkat kesibukan tinggi. 
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Akibatnya, terjadi fragmentasi pemahaman di mana kelompok masyarakat 

yang terhubung dengan komunitas literasi digital memiliki pemahaman lebih 

baik, sedangkan orang tua biasa mengalami kebutaan informasi. 

Kesenjangan komunikasi kebijakan ini pada akhirnya melahirkan ketidakpercayaan 

(distrust) masyarakat terhadap keseriusan pemerintah. Publik melihat regulasi ini baru 

berwujud komitmen politik di atas kertas, tetapi kehilangan taringnya saat berhadapan 

dengan realitas operasional platform digital. Oleh karena itu, dari sudut pandang 

komunikasi kebijakan publik, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pemerintah tidak 

bisa lagi memosisikan diri sebagai komunikator tunggal yang pasif. Diperlukan 

transformasi model komunikasi dari top-down bureaucratic communication menjadi multi-

step flow of communication. Pemerintah wajib menggandeng pihak sekolah, komunitas 

lokal, dan figur otoritas di ruang digital untuk menjadi agen perubahan (change agents) 

yang bertugas mengontekstualisasikan isi PP TUNAS ke dalam bahasa tindakan sehari-

hari di lingkungan domestik keluarga urban. 

 

2). Kesenjangan Struktural antara Regulasi dan Praktik Implementasi, efektivitas hukum 

ditentukan oleh responsibilitas gradual regulator dalam menegakkan kepatuhan. PP 

TUNAS menganut pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), namun di mata 

masyarakat urban, eskalasi sanksi terhadap platform yang lalai belum terlihat nyata. 

Akibatnya, terjadi kesenjangan struktural: negara sudah melangkah dengan instrumen 

hukumnya, tetapi teknologi platform masih menyisakan lubang keamanan (loophole) 

yang dieksploitasi oleh anak-anak. Kondisi ini membenarkan kajian Khusnaini dan 

Aisyah (2025) bahwa tantangan perlindungan anak digital di Indonesia selalu terbentur 

pada lemahnya pengawasan kepatuhan korporasi teknologi. 

Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori regulasi responsif (Watkin, 2023), yang 

menekankan bahwa efektivitas regulasi bergantung pada kemampuan regulator 

merespons secara gradual dan kontekstual terhadap tingkat kepatuhan pihak yang 

diregulasi. Dari sudut pandang informan, kesenjangan yang dirasakan 

mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan dan eskalasi penegakan terhadap 

platform belum terlihat atau terkomunikasikan secara memadai kepada publik. Hal ini 

memperkuat temuan Khusnaini dan Aisyah (2025) bahwa tantangan implementasi PP 

TUNAS tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga menyangkut kapasitas kelembagaan 

dalam menegakkan kepatuhan platform secara konsisten. 

 

3). Mengacu pada teori Komunikasi Kebijakan Publik, ketimpangan pengetahuan ini 

mengindikasikan bahwa strategi diseminasi informasi PP TUNAS belum menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat urban secara merata (Kondolele et al., 2025). Informan 

yang memiliki akses ke saluran informasi formal (sekolah, komunitas literasi digital) 

menunjukkan pemahaman yang jauh lebih baik dibandingkan informan yang hanya 

mengandalkan informasi informal, menegaskan pentingnya penguatan saluran 

komunikasi kebijakan yang terstruktur dan berlapis (Call & Herber, 2022). 

Ketimpangan pengetahuan mengenai PP TUNAS di kalangan masyarakat urban 

mengindikasikan adanya penyumbatan saluran komunikasi kebijakan pemerintah. 

Data menunjukkan variasi yang lebar: informan yang bergerak di ceruk institusi 

pendidikan atau komunitas memiliki akses informasi yang baik, sedangkan orang tua 

biasa mengalami blackout informasi. 

 Teori difusi inovasi dan literasi digital menjelaskan variasi kecepatan dan kedalaman 

penerimaan informasi kebijakan antarinforman. Jika dianalisis menggunakan Teori 

Difusi Inovasi, sebuah kebijakan baru dapat dianggap sebagai sebuah inovasi sosial 
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yang membutuhkan saluran komunikasi terstruktur agar diadopsi secara luas. 

Hambatan utama adopsi PP TUNAS terletak pada complexity (kerumitan teknis 

aturan) dan observability (manfaat langsung yang belum terlihat nyata oleh publik). 

Pemerintah gagal menerjemahkan bahasa hukum PP TUNAS menjadi bahasa publik 

yang praktis. Ketika arus diseminasi informasi tersendat, pemahaman masyarakat 

menjadi asimetris. Komunikasi kebijakan publik yang ideal seharusnya bersifat dua 

arah dan berlapis (multi-step flow of communication), melibatkan agen perubahan 

(change agents) seperti sekolah dan komunitas lokal untuk menjembatani kesenjangan 

pemahaman tersebut. 

 

4). Praktik Mediasi Orang Tua dan Peran Sekolah, bersama-sama menjelaskan bagaimana 

keluarga dan sekolah secara mandiri mengambil peran untuk mengisi kesenjangan 

implementasi, sembari menegaskan perlunya koordinasi yang lebih terstruktur antara 

negara, platform, sekolah, dan keluarga. Di sinilah Teori Tata Kelola Multipihak 

(Multi-Stakeholder Governance) menemukan urgensinya. Perlindungan anak di ruang 

digital tidak akan pernah efektif jika dibebankan secara sepihak ke pundak orang tua 

atau guru saja. Perlu ada orkestrasi yang terintegrasi di mana gerakan mediasi 

domestik di tingkat keluarga terhubung secara formal dengan sistem pengawasan 

sekolah, infrastruktur teknologi platform digital, dan penegakan hukum oleh negara. 

Ketiadaan orkestrasi inilah yang menjadi muara utama dari bertahannya kesenjangan 

antara idealita regulasi dan realitas praktik perlindungan anak digital di Indonesia saat 

ini. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat urban pada umumnya memaknai 

kehadiran PP TUNAS secara positif dan mendukung tujuan pembatasan usia serta 

verifikasi pengguna sebagai langkah penting dalam melindungi anak di ruang digital, 

meskipun pemahaman mereka terhadap substansi teknis kebijakan masih bersifat 

permukaan. Analisis tematik atas pengalaman informan mengungkap adanya kesenjangan 

yang nyata antara desain regulasi yang responsif-berbasis risiko dengan realitas penerapan 

verifikasi usia di level platform, sebuah kesenjangan yang turut diperkuat oleh policy 

communication gap akibat diseminasi informasi yang belum merata ke seluruh lapisan 

masyarakat perkotaan. Di tataran domestik, keluarga dan sekolah ditemukan telah secara 

mandiri mengembangkan berbagai strategi mediasi digital untuk melindungi anak, meski 

upaya tersebut belum sepenuhnya terkoordinasi dalam kerangka tata kelola multipihak 

yang melibatkan negara, platform digital, dan institusi pendidikan secara terpadu. Temuan 

ini menegaskan bahwa keberhasilan PP TUNAS tidak hanya bertumpu pada keberadaan 

aturan, melainkan pada bagaimana aturan tersebut dikomunikasikan, dimaknai, dan 

dipraktikkan secara kolaboratif oleh berbagai pihak yang terlibat. 

Kesenjangan Struktural pada Kepatuhan Teknologi Platform, Ditemukan celah 

implementasi (implementation gap) yang lebar antara regulasi berbasis risiko dengan 

keandalan infrastruktur Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Mayoritas masyarakat 

urban (59,3%) menilai sistem verifikasi usia platform digital saat ini tidak efektif dan 

mudah dikelabui oleh anak-anak hanya dengan memalsukan tahun lahir. Evaluasi publik 

ini mengindikasikan bahwa logika Regulasi Responsif belum berjalan optimal karena 

sanksi tegas terhadap platform yang lalai belum dirasakan nyata oleh masyarakat. 
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SARAN 

Pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi kebijakan PP TUNAS melalui 

saluran yang beragam dan mudah dijangkau masyarakat, dengan memperhatikan kelompok 

yang selama ini kurang terpapar informasi formal. Penguatan Pengawasan dan Sanksi PSE: 

Regulator perlu mengimplementasikan Teori Regulasi Responsif secara konsisten dengan 

memberikan sanksi administratif dan audit teknologi yang transparan bagi platform digital 

yang terbukti membiarkan anak di bawah usia 16 tahun memalsukan verifikasi identitas. 

Penyelenggara sistem elektronik perlu meningkatkan transparansi dan keandalan 

mekanisme verifikasi usia, sejalan dengan logika regulasi responsif yang menuntut 

kejelasan konsekuensi atas ketidakpatuhan. Pengawasan terhadap kepatuhan platform 

digital juga perlu ditingkatkan dan dikomunikasikan secara terbuka kepada publik agar 

kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas kebijakan dapat tumbuh, Platform digital 

wajib memperbarui sistem verifikasi usia dari sekadar deklarasi tulisan (self-declaration) 

menjadi mekanisme yang lebih andal, misalnya melalui integrasi data identitas yang aman 

atau teknologi pemindaian biometrik wajah ramah anak yang menghormati privasi data 

pribadi. Sekolah disarankan memperluas program literasi digital secara terstruktur dan 

berkelanjutan sebagai bagian dari pendidikan karakter dan keamanan digital siswa, 

sementara orang tua perlu terus mengembangkan pola mediasi digital yang dialogis, tidak 

semata restriktif, melalui komunikasi terbuka dengan anak. Secara kelembagaan, perlu 

dibangun forum atau mekanisme tata kelola multipihak yang secara formal 

menghubungkan peran negara, platform, sekolah, dan keluarga. 
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